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Abstrak

Pranata, Sigit Siputra Angga. 2020. Studi Tentang Perubahan Batas Usia Dalam
Perkawinan (Perspektif Teori Maslahah Sa’id Ramadan Al-Biti). Tesis,
Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam. Pascasarjana Universitas
Islam Malang. Pembimbing: (1) Dr. KH. Dahlan Tamrin, M.Ag.,(2) Dr. H.
Syamsu Madyan, Lc.,MA.

Kata kunci: Perubahan Batas Usia, Perkawinan, Maslahah

Batas usia minimal perkawinan memang menimbulkan pro-kontra di
kalangan masyarakat. Dalam dunia medis, pada usia 16 tahun seorang wanita
sedang mengalami masa pubertas, yaitu masa peralihan dari anak-anak menjadi
dewasa. Pada usia 16 tahun seorang wanita sebenarnya belum siap fisik dan
mentalnya untuk menjadi ibu rumah tangga. Namun baru-baru ini DPR
mengesahkan revisi UU Perkawinan dan mengubah batas minimal menikah yaitu
baik laki-laki dan perempuan samasama harus sudah menginjak usia 19 tahun.
Sebelumnya, minimal menikah bagi laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16
tahun.

Penelitian ini berusaha memahami dan menganalisa tentang perubahan
batas usia dalam perkawinan perspektif teori maslahah Sa’id Ramadan Al-Buti
dengan fokus kajiannya mencakup: 1) pandangan hukum Islam tentang batas usia
dalam perkawinan. 2) Makna perubahan batas usia dalam perkawinan menurut
hukum Islam dan hukum positif. 3) Perubahan batas usia dalam perkawinan
menurut teori maslahah Said Ramadan al-Buti.

Penelitian yang digunakan berjenis penelitian kepustakaan dengan metode
penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini sumber data berasal dari
sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen. Dalam penelitian ini,
menggunakan pola pikir deduktif yaitu memaparkan teori dari penelitian. Dari
hasil penelitian tersebut menunjukkan Pada prinsipnya Islam tidak memberikan
batasan pasti berapa umur yang pantas atau umur ideal bagi seseorang untuk
melakukan pernikahan. Substansi makna yang terkandung dalam Pasal 7 UU No,
16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan yakni perbaikan norma dengan menaikkan batas minimal umur
perkawinan bagi wanita. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya
untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan
perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan
yang sehat dan berkualitas. Perspektif teori maslahah Sa*“id Ramadan al-Buti
menunjukkan bahwa perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan
perempuan dalam Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 merupakan suatu kemaslahatan,
karenatelah terpenuhinya lima syarat sesuatu dapat dinilai sebagai maslahah
hakiki, yakni maslahah harus berada dalam ruang lingkup tujuan syariat tidak
bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan Sunnah, tidak
bertentangan dengan Qiyas, serta tidak bertentangan dengan maslahah yang lebih
urgen.
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Abstract

Pranata, Sigit Siputra Angga. 2020. Study of Changes to Age Limits in Marriage
(Perspective of the Maslahah Sa’id Ramadan Al-Buti Theory). Thesis,
Master Program in Islamic Family Law. Postgraduate Program in Islamic
University of Malang. Advisors: (1) Dr. KH. Dahlan Tamrin, M.Ag., (2)
Dr. H. Syamsu Madyan, Lc., MA.

Keywords: Change in Age Limits, Marriage, Maslahah

The minimum age at marriage does cause pros and cons among the people.
In the medical world, at the age of 16 a woman is going through puberty, which is
the transition period from children to adults. At the age of 16, a woman is not
physically and mentally ready to become a housewife. However, the DPR recently
ratified the revision of the Marriage Law and changed the minimum limit for
marriage, namely that both men and women must have turned 19 years old.
Previously, the minimum marriage for men was 19 years and for women 16 years.

This study seeks to understand and analyze changes in age limits in
marriage in the perspective of the Maslahah Sa'ild Ramadan Al-Biti theory with
the focus of study covering: 1) The view of Islamic law on age limits in marriage.
2) The meaning of changing the age limit in marriage according to Islamic law
and positive law. 3) Changes in the age limit in marriage according to the theory
of maslahah Said Ramadan al-Biti.

The research used is library research with descriptive qualitative research
methods. In this study the data sources came from primary and secondary data
sources. Data collection method used in this research is the study of documents. In
this study, using a deductive mindset, namely presenting the theory from the
research. From the results of these studies indicate that in principle Islam does not
provide a definite limit on how old is appropriate or the ideal age for someone to
marry. The substance of the meaning contained in Article 7 of Law Number 16 of
2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage,
namely improving norms by increasing the minimum age of marriage for women.
The age limit is considered to be mature in mind and body to be able to carry out a
marriage in order to realize the goal of marriage properly without ending in
divorce and obtaining healthy and quality offspring. The perspective of Ma'isa
Sa'ld Ramadan al-Biti's theory shows that the difference in the minimum age of
marriage for men and women in Article 7 of Law Number 16 of 2019 is a benefit,
because five conditions have been fulfilled that can be considered as essential
maslahah, namely maslahah must be within the scope of the objectives of the
Shari'a not contradicting the Al-Qur'an, not contradicting the Sunnah, not
contradicting Qiyas, and not contradicting with maslahah which is more urgent.

xi
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A. Konteks Penelitian

Perkawinan secara khusus ditetapkan oleh Allah SWT. sebagai jalan

University of Islam Malang

untuk halalnya berkumpul dan melakukan hubungan intim (bersetubuh).!
Dengan melalui pernikahan, manusia akan mempunyai keturunan yang lahir
dan dibesarkan dalam pengayoman ibu dan ayah sebagai orang tua.
Keturunan merupakan media orang tua untuk meneruskan generasinya.

Islam tidak secara tegas mengatur mengenai batas usia perkawinan.
Islam hanya mengatur masalah batas usia perkawinan dari segi baligh. Oleh
karena itu perlunya tafsir kontekstual dan progresif terhadap batas usia
perkawinan dengan terlebih dahulu mengubah makna baligh dari biologis ke
sosial. Kedewasaan biologis harus senada dengan kedewasaan sosial yang
merupakan konstruksi sosialnya.

Hukum Islam tidak menentukan kemampuan bagi seseorang yang
akan melaksanakan sebuah perkawian. Yang ada hanya ketentuan akil baligh
bagi pria dan wanita yang dikenal dengan istilah Alaamatul Buluugh,
yaitu bagi wanita didasarkan pada menstruasi haid, sedangkan laki-laki
mengalami mimpi basah (coitus).?

Mengingat, perkawinan merupakan akad/perjanjian yang sangat kuat

(miitsagan ghalizan) yang menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya

! Zakaria Ahmad al-Barry, Hukum Anak-anak dalam Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 91
2 Soetojo  Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam Perundang-undangan Pernikahan di
Indonesia, (Jakarta: Airlangga University Press, 1986), 28-29

% Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam ( Bandung, Pustaka Setia, 2000), 142.
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untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan,

keserasian, keselarasan dan keseimbangan.
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Perkawinan sebagai salah satu bentuk pembebanan hukum tidak

cukup hanya dengan mensyaratkan baligh (cukup umur) saja. Pembebanan
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hukum (taklif) didasarkan pada akal (aqil, mumayyiz), baligh (cukup umur)
dan pemahaman. Maksudnya seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia
berakal dan dapat memahami secara baik terhadap taklif yang ditujukan
kepadanya.”

Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan
maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi
kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur’an mengisyaratkan
bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap
dan mampu.

Perkawinan merupakan fitrah insaniah. Karena Islam adalah agama
fitrah, jelas menolak segala yang bertentangan dengan fitrah insani. Oleh
karena itu, Islam sangat menganjurkan manusia untuk merajut tali kasih
melalui sebuah ikatan perkawinan. Hal ini juga sesuai dengan Firman Allah

SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

1555 o ;,g—,-uur E3le U Oelially S0 [N JEEp

w7 2 s~

.. M - 8 I }ﬁﬁa/& 5, n/ /q/| . /‘ ,,/f
(T e pah ably calad o ) ogui 288

* Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Figh, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 334 dan 336
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“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang
yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-
hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan
memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-
Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. An Nur: 32).°

REPOSITORY

Perkawinan dihukumi sah bilamana telah memenuhi rukun dan syarat-
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syaratnya. Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang
rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan para ulama.
Namun perbedaan ini tidak bersifat substansial. Semua ulama sependapat
bahwa hal-hal yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad
perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali
dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan
mahar atau mas kawin.’

Di Indonesia sendiri, salah satu peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang perkawinan adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI
merupakan sebuah refleksi dari Hukum Islam Indonesia masa kini. Hukum
Islam Indonesia artinya merupakan sebuah label yang diberikan pada
ketentuan-ketentuan ~ Hukum  Islam  yang berlaku  di  Indonesia.
Ditambahkannya kata-kata ,masa kini® adalah dimaksudkan untuk
menggambarkan Hukum Islam yang muncul di babakan terakhir dari

rangkaian periodesasi perkembangannya dari abad ke abad.

® Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2006), 354.
® Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2009), 59.
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Terkait dengan usia perkawinan, Pasal 15 ayat (1) KHI menyebutkan
bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya
boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan
dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami
sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya
berumur 16 tahun.

Bila melihat Pasal 15 KHI di atas, maka tujuan dari pengaturan
tentang perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan
perempuan adalah untuk mencapai kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.
Namun apakah benar bahwa pengaturan tersebut merupakan maslahah? Atau
justru jauh dari kategori maslahah? Mengingat usia perkawinan adalah hal
yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk
menikah.

Batas usia minimal perkawinan memang menimbulkan pro-kontra di
kalangan masyarakat. Dalam dunia medis, pada usia 16 tahun seorang wanita
sedang mengalami masa pubertas, yaitu masa peralihan dari anak-anak
menjadi dewasa. Pada usia 16 tahun seorang wanita sebenarnya belum siap
fisik dan mentalnya untuk menjadi ibu rumah tangga. Kawin usia muda
berarti memberi peluang untuk menjadi hamil dengan resiko tinggi. Pada
kehamilan wanita usia belasan tahun, komplikasi-komplikasi pada ibu dan
anak seperti anemia, pre-eklampsi, abostus, kematian, pendarahan dan

operasi obstetric lebih sering dibandingkan dengan golongan umur 20 tahun



ke atas.’
Namun baru-baru ini DPR mengesahkan revisi UU Perkawinan dan

mengubah batas minimal menikah yaitu baik laki-laki dan perempuan sama-
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sama harus sudah menginjak usia 19 tahun. Sebelumnya, minimal menikah
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bagi laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Dalam UU
Perkawinan yang baru itu diberikan solusi yaitu harus meminta izin ke
pengadilan. Pemohon harus memberikan alasan sangat mendesak disertai
bukti-bukti pendukung yang cukup.

"Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang
akan melangsungkan perkawinan,"” demikian bunyi Pasal 7 ayat 3.

Salah satu alasan merevisi batas usia pernikahan adalah Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Salah satu pertimbangan
Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu Namun tatkala
pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau
menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga
negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik
maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang
seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis
kelamin maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.

Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria
dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan

hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat

” Shanty Dellyana, Wanita dan Anak di Mata Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1998), 174.
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(1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap
pelindungan dan pemenuhan hak anak, demikian penjelasan revisi UU

Perkawinan.
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Seiring berubahnya paradigma dan pengaruh modernisasi, teori
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maslahah menjadi diskursus menarik yang diusung oleh musuh Islam dalam
upaya menghancurkan Islam. Mereka menyadari betul bahwa maslahah
sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Mereka berupaya
memasukkan pemikiran-pemikiran liberal dalam Islam dengan pendekatan-
pendekatan paradigma modern, termasuk dalam pemahaman mengenai
ma.slahah.g

Dengan alasan reaktualisasi dan reinterpretasi, mereka meragukan
ajaran-ajaran syari’at Islam. Mereka berlomba-lomba mengedepankan
argumen mereka sendiri tentang eksistensi Tuhan dengan kelembutan dan
kebesaran syariat-Nya.”” Mereka berdalih bahwasannya ajaran tersebut sudah
tidak relevan dengan zaman modern dan tidak sesual dengan semangat ajaran
Islam yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat manusia.

Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati melalui disertasi doktoralnya,
Dawabit al-Maslahah fi al-Shari’ah al-Islamiyyah, berupaya membatasi
kembali cara penggunaan teori maslahah dalam syari’at Islam. Banyak orang
yang kemudian dianggap memanfaatkan maslahah untuk berpaling dari
syari’at Islam. Padahal maslahah yang menyalahi batasan-batasan tersebut

dinilai bukanlah maslahah hakiki yang layak dijadikan pertimbangan dalam

® Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti, Dawabit al-Maslahah fi al-Shart’ah al-Islamiyyah
(Damaskus: Muassasah al-Risalah, 2000), 5
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penetapan suatu hukum.

Dalam pengantar Kkitabnya, beliau mengatakan, sesungguhnya
maslahah dalam syari’at Islam dari segala sisinya memiliki batas-batas nalar
yang jelas dan tidak meninggalkan sedikitpun kesulitan dalam
memahaminya. Kemaslahatan dalam Islam tidak memungkinkan terjadi
kontradiksi di antara bagian-bagiannya, serta terbangun di atas dasar yang
sangat kuat dan terlihat jelas maksud dan sumber asalnya. Dengan demikian,
tidak mungkin ada yang bisa mencoba memanipulasi dalam masalah ini.

Dari uraian di atas, penulis menilai bahwa al-Bitti adalah ulama yang
memegang erat prinsip syari’at Islam. Adanya maslahah tidak boleh keluar
dari koridor nas. Berbeda dengan pemikir liberal yang cenderung
mengedepankan akal daripada nas yaitu memahami masalah-masalah hukum
Islam dengan mengacu pada kemaslahatan umum di era modern. Mereka
menilai bahwa seluruh macam bentuk kemaslahatan tidak perlu memperoleh
konfirmasi dari nas.

Salah satu dalil perhatian syari’at kepada maslahah menurut al-
Buti yakni ‘urf'yang ada di masyarakat bisa dikategorikan sebagai ketentuan
syari’at Islam dengan syarat tidak menarik kerusakan dan tidak
menghilangkan kemaslahatan. Oleh sebab itu, mengingat tujuan pengaturan
mengenai perubahan batas usia minimal perkawinan dalam Pasal 7 UU RI
No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan adalah untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, lantas

apakah benar sudah mengandung sebuah kemaslahatan?



UNISMA 8

Karakteristik al-Bati yang berusaha untuk membatasi antara

maslahah dengan hawa nafsu, juga banyak dijumpai dalam berbagai
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fatwanya. Di antaranya, beliau berpendapat bahwa gawwamah dan wilayah

University of Islam Malang

harus ditempatkan dalam artikulasi masing-masing, sehingga laki-laki dan
perempuan memiliki hak masing-masing.®

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik dan
menganggap perlu untuk melakukan penelitian atas wacana tersebut dengan
judul penelitian tesis “Studi Tentang Perubahan Batas Usia Dalam

Perkawinan (Perspektif Teori Maslahah Sa’id Ramadan al-Biti).

B. Fokus Penelitian
1. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang batas usia dalam perkawinan
?
2. Bagaimana makna perubahan batas usia dalam perkawinan menurut
hukum Islam dan hukum positif ?
3. Bagaimana perubahan batas usia dalam perkawinan menurut teori

maslahah Sa’1d Ramadan al-Biiti?

® Muhammad Sa’id Ramadan al-Biiti, La Ya 'fthi al-Batil, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), 148
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C. Tujuan Pembahasan

Adapun tujuan pembahasan penulisan masalah ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang batas usia dalam

REPOSITORY

perkawinan.
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2. Untuk mengetahui makna perubahan batas usia dalam perkawinan
menurut hukum Islam dan hukum positif.
3. Untuk mengetahui perubahan batas usia dalam perkawinan menurut teori

maslahah Sa’1d Ramadan al-Biiti.

D. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul Studi Tentang Perubahan Batas Usia Dalam
Perkawinan (Perspektif Teori Maslahah Muhammad Sa’id Ramadan al-Biti).
Permasalahan dalam judul di atas tidak hanya diselesaikan dengan pemikiran
saja, melainkan harus dianalisis dengan landasan teori, sehingga dapat
terwujud sebuah karya ilmiah yang memiliki bobot keilmuan.

Definisi operasional diperlukan untuk mempertegas dan memperjelas
arah pembahasan masalah yang diangkat. Agar dapat mengurangi
kesalahpahaman atau multi-interpretasi dalam memahami pembahasan dalam
penelitian ini, maka penulis perlu memberikan definisi dari pengertian judul
tersebut, yakni dengan menguraikannya sebagai berikut:

Penyetaraan Batas Usia Minimal Perkawinan dalam Pasal 7 UU RI
No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan :
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Yang dimaksud dengan penyetaraan batas usia minimal perkawinan dalam
Pasal 7 UU RI No. 16 Tahun 2019 ialah, Perkawinan hanya diizinkan apabila

pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

REPOSITORY

Perspektif Teori Maslahah Sa’id Ramadan al-Bati : Yakni

University of Islam Malang

menggunakan sudut pandang teori maslahah Sa’id Ramadan al-Buthi. Beliau
adalah seorang ilmuwan Suriah di bidang ilmu-ilmu agama Islam, dan
merupakan salah satu ulama rujukan tingkat dunia, dan dihormati oleh
banyak ulama besar di dunia Islam. Dalam disertasinya, beliau mengeluarkan
teori tentang maslahah. Beliau berpendapat bahwa maslahah bisa diakomodir
sebagai dalil hukum jika memenuhi lima Kriteria, yakni: maslahah harus
berada dalam ruang lingkup tujuan syariat, tidak bertentangan dengan al-
Qur’an, tidak bertentangan dengan Sunnah, tidak bertentangan dengan Qiyas,

serta tidak bertentangan dengan maslahah yang lebih urgen.

E. Sistematika Pembahasan
Sistematika  pembahasan  dipaparkan dengan  tujuan  untuk
memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Agar dapat
dipahami permasalahannya lebih sistematis dan kronologis, maka
pembahasan ini akan disusun oleh penulis sebagai berikut:
Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi Ikonteks
penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, definisi operasional, dan

sistematika pembahasan.
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Bab kedua, menjelaskan mengenai perkawinan menurut hukum Islam.
Namun sebelumnya penulis akan memaparkan terkait dengan pengertian
perkawinan menurut hukum Islam, syarat dan rukun perkawinan, dan batas
usia perkawinan dalam hukum Islam. Dan kemudian menjelaskan mengenai
teori maslahah menurut Sa’id Ramadan al-Bati. Namun sebelumnya penulis
akan memaparkan terkait dengan pengertian maslahah  sejarah
perkembangannya, kehujjahan maslahah, serta pembagian maslahah.
Selanjutnya, penulis akan memaparkan secara lengkap terkait sejarah
kehidupan Sa’id Ramadan al-Biti, biografinya, karya-karyanya dan terakhir
tentang teori maslahah Sa’id Ramadan al-Biiti.

Bab ketiga, membahas metode penilitian, yakni meliputi jenis-jenis
penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, teknis analisis
data, dan validasi data.

Bab keempat, yakni membahas hasil penilitian, yang meliputi sejarah
lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Masa
Penerapan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan
Kompilasi Hukum Islam, Batasan Minimal Usia Nikah Menurut Hukum Islam
dan Hukum Positif di Indonesia, dan penjelasan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bab kelima, yakni merupakan bab pembahasan analisis terhadap data
penelitian yang penulis sajikan dalam karya tulis ini. Yakni meliputi, analisis

batas usia dalam perkawinan menurut hukum Islam, substansi makna Pasal 7
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
dan analisis terhadap perubahan batas usia minimal perkawinan dalam Pasal 7
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Perspektif Teori Maslahah Sa’1id Ramadan al- Buti.

Bab keenam, adalah bab penutup yang berisi kesimpulan yang dapat
penulis ambil dari penelitian ini, dan diakhiri dengan saran serta rekomendasi

yang penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada.
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan yang peneliti paparkan pada bab-bab

sebelumnya, ada tiga kesimpulan penting yang menjadi poin inti dalam

tesis yang ditulis di sini, yaitu:

1.

Perkawinan dalam pandangan Islam merupakan fitrah kemanusian
yang sangat dianjurkan bagi umat Islam karena menikah merupakan
naluri kemanusian yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah, agar
tidak mencari jalan kesesatan yang menjerumuskan ke lembah hitam.
Perintah perkawinan dalam Islam tertuang dalam al-Qur’an dan Hadits
Nabi Muhammad SAW. Istilah dan batasan umur menikah dalam
kalangan pakar hukum Islam sebenarnya masih terjadi perbedaan. Pada
prinsipnya Islam tidak memberikan batasan pasti berapa umur yang
pantas atau umur ideal bagi seseorang untuk melakukan pernikahan.
Begitu juga halnya dengan pendapat para ulama yang tidak membahas
secara detail terkait umur ideal menikah. Utamanya telah memenuhi
syarat dan rukun nikah, maka siapapun boleh dinikahkan.

Substansi makna yang terkandung dalam Pasal 7 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni

perbaikan norma dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan
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bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita
dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu
19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang
jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat
mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada
perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.
Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam
belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju
kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan
anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga
mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang
tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi
mungkin.

Hasil analisis menggunakan perspektif teori maslahah Sa’id Ramadan
al-Bati  menunjukkan bahwa perbedaan batas usia minimal
perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 7 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 merupakan suatu
kemaslahatan. Mengingat telah terpenuhinya lima syarat sesuatu dapat
dinilai sebagai maslahah hakiki, yakni maslahah harus berada dalam
ruang lingkup tujuan syariat (hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al- ‘aql, hifz al-
nasl dan hifz al-mal), tidak bertentangan dengan Al-Qur’an, tidak
bertentangan dengan Sunnah, tidak bertentangan dengan Qiyas, serta

tidak bertentangan dengan maslahah yang lebih urgen.
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B. Saran

Dari seluruh pembahasan dalam penelitian ini, ada tiga saran yang

ingin peneliti sampaikan, yakni sebagai berikut:

1.

Meskipun tidak ada istilah dan batasan minimal nikah dalam kalangan
pakar hukum Islam sebenarnya masih terjadi perbedaan. Nikah muda
dalam persepsi ulama adalah pernikahan yang dilakukan sebelum
mencapai masa baligh. Syariat Islam tidak membatasi usia tertentu
untuk menikah, namun secara implisit syariat menghendaki orang yang
akan menikah adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik
dan psikisnya, dewasa dan faham arti sebuah pernikahan yang
merupakan bagian dan ibadah.

Pemerintah harus semakin giat untuk mensosialisasikan  dan
memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia terkait dengan
aspek kemaslahatan yang terkandung dalam aturan tentang penyetaraan
batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan.

Adanya penelitian lanjutan terkait dengan tema ini, mengingat
perkembangan peradaban yang berbeda dari setiap masanya. Tidak
tertutup kemungkinan bahwa pada saatnya nanti dengan mendasarkan
pada perkembangan teknologi, kesehatan, sosial, budaya, ekonomi
serta aspek lainnya, batas usia minimal perkawinan bisa saja turun atau
naik dan/atau batas usia laki-laki justru lebih rendah daripada
perempuan atau tidak ada perubahan antara batas usia minimal

keduanya.
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